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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan diatas maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap ganti rugi masyarakat 

hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan 

tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke 

Provinsi Papua adalah sebagai berikut:  

1. Ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah 

ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar 

udara mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua telah terjadi dalam 

jangka waktu yang lama dan dibagi menjadi tiga tahap pembayaran 

namun dalam tahap kedua terjadi salah bayar yang menimbulkan belum 

selesainya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat hukum adat 

Malind Anim sehingga tidak memenuhi hak-hak yang harus diterima 

oleh masyarakat hukum adat yang harus sesuai dengan Pasal 43 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua. Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh Tim 7 ( 

Tujuh) dianggap tidak sah, karena tidak memiliki legalitas hukum yang 

resmi dari pemerintah daerah. Sehingga proses ganti kerugian 

seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Tim 7 (tujuh). 
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2. Kendala pada proses ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat 

Marind Anim berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan 

Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua ialah 

pemerintah kurang berperan aktif dalam proses pendataan marga yang 

berhak dan pada saat pembagian hak, pemerintah memberikan kuasa 

penuh kepada Tim 7 ( tujuh ) yang tidak mendapatkan surat keputusan 

yang sah dari pemerintah. Sehingga sampai saat ini belum ada tindakan 

yang pasti dari pemerintah untuk menindaklanjuti proses ganti kerugian 

dan masyarakat hukum adat marind anim belum mendapatkan ha katas 

ganti kerugian tersebut. 

B. Saran  

Saran yang dapat penulis ungkapkan dalam penulisan ini adalah: 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke harus segera 

melakukan tindakan yaitu mendata nama-nama yang seharusnya 

mendapatkan ganti rugi sehingga pembayaran dapat segera dilakukan, 

mengingat masalah ini sudah berlangsung lama dan anggota Tim 7 (tujuh) 

sudah meninggal dunia. Pemerintah juga diharapkan menjelaskan mengenai 

proses pengadaan tanah yang seharusnya kepada masyarakat hukum adat 

sehingga masyarakat hukum adat mengerti prosedur pengadaan tanah, 

karena harus diperhatikan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk 

kepentingan umum pemerintah daerah bukan hanya untuk kepentingan 

pembangunan melainkan juga kepentingan masyarakat yang mempunyai 

hak terkhusus masyarakat adat daerah tersebut.  
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